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BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 2 TAHUN 2016

1'ENTANG

MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang a, bahwa guna mewujudkan ketertiban dan
ketentramat-t kehidupan masyarakat,

Mengingat

maka dipandang perlu mengatur pengawasan,
pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol;

b. bahwa penjualan minuman beralkohol dapat
berdampak pada kesehatan lrlaupun dampak sosial
lainnya, sehingga penjualan minuman beraikohoi
perlu dilakr-rkan pengawasan, pengendalian dan
pe larangan yang didasarkan pada ketentuan
irukum yar"rg berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
rnembentuk Peratura:.n Daerah tentang Minuman
Beraikohol;

1. Persal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wiiayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa
Te nggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 8 Tahr-rn 1962 tentang
Perdagangan Barang-barang Dalam Petrgawasan
(Leilbararn Negara Rr:pr-rblik Irrdonesia Tahun
196'2 Nomor 42, 'j'amltahan l,e-:mbaran Negara
i?r:pr-rhlik Inclc;ncsla Nonror 2a69);

2.

-.),



Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2OLI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5%a) ;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679J;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ae66);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor I44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan
Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran
Neg4qa Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4402):

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 74 Tahun
20I3 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 20lM-DAGlPDRl4l2Ol4
tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman
Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa
kaii terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06lM-
DAGi PER/ I l2OI5 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
20i M-DAG lPERl4l2014 tentang Pengendalian
clan Pengawasan Terhadap Pengadaan,
Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohoi;

4.
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7.
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1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036\ ;

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri Nomor 04/PDN/PER/4l2015 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian,
Peredaran dan Peniualan Minuman Beralkohol
Golongan A,

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5
Tahun 2OI3 tentang Surat Ijin Tempat Usaha,
Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha
Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar
Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun
2013 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURA.N DAERAH TENTANG MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan,

2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

;1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
I(abupaten Tabanan.

T2,



!). Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau
badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan
berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman
beralkohol,

Snrat lztn Tempat Usaha Minuman Beralkohol yang
seianjurnya disebut slTU-MB adalah surat Ijin untuk dapat
memanfaatkan tempat-tempat tertentu sebagai lokasi
perusahaan untuk tempat penjualan minuman beralkohol.

Minuman Beralkohol adaiah minuman yang mengandung
etanol atau etil alcohol (C2HSOH) yang diproses dari bahan
hasil perl,anian yang mengandung karbohidrat dengan cara
ferrnentasi clan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Perdagangan Minuman Beralkohol adalah mengedarkan
d:rn/atau menjual Minuman Beralkohol.

6.

tJ.

9, Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut
penF{ecer adalah perusahaan yang menjual minuman
beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan
ditempat yang telah ditentukan,

iO.Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah
barngunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan
untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal
irnpor dan atau barang asal daerah pabean kepada warga
negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang
yang berangkat ke luar negeri atau orang yang tiba dari luar
negeri dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai
dern pajak at-au tidak mendapatkan pembebasan.

1 L Hotei adalah salah satu jenis akomodasi yang
mernperquna.k4n sebagian atau seluruh bangunan untuk
men_vediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan
rninurm serta.jasa bagi umum, yang dikelola secara
komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang
ciitetapkan di dalam Peraturan Daerah ini,

12, Usaha restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan
yang bertempat di bagian atau seluruh bangunan yang
pcrmanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan
untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan
penjualan makanan dan minuman bagi umum.

13. Rar adalal-r tempat atau konter yang menyajikan minuman
bcralkohol seperti bir, anggur, likeur dan koktail untuk
diminr-rm ditempat.

l4.Surat lzin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut
SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan
usaha perdagangan.



15, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang

selanjutnya disebut sluP MB adalah surat ijin untuk_dapat
me laksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus
Minuman Berlakohol.

16. Penjual adalah orang yang menyedikan barang
dagangannYa kePada Pembeli.

17. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah
perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada

konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang

telah ditentukan.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan
lainnya dalam rangka Pengawasan, Pengendalian dan
Pelarangan Penjuaian Minuman Beralkohol'

ig. Pen-l.,iclik Pegau,ai Ncgeri sipil yang selanjutnya disebut
PPNS ardalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
Lirrgkungan Pen'rerintah Kota Tabanan yang diberi
\ /ewenang khr-rsus oleh Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap
nela n gsaran Peraturan Daerah,

20. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut
Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh PPNS, untuk mencari serta mngumpulkan bukti yang
derrgan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan
Minuman Beralkohoi yang teryadi serta menemuka
tersangkanya.

BAB II

PtrNGELO},{POKAN GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai
berikut :

a, Minr,rman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang
mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH) dengan kadar
sampai dengan 5 % (lima per seratus);

b, Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman yang
mengandung etil aikohol atau etanol (C2HSOH) dengan kadar
lebih dari 5 % (lima per seratus) sampai dengan 2Oo/o (dua
pr-rlrrh per seratus); dan

c, Minuman Beralkohoi Golongan C adaiah minuman yang
mengandung etil aikohol atau etanol (C2HSOH) dengan kadar
lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 %
(lima puiuh lima per seratus).



BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan menetapkan :

a, ketentuan mengenai pembinaan' pengawasan' monitoring q""
evaluast pengeclaran dan ptti"tttl-t minuman.^O:11Y:1:t

goiongan a, gSlongan B O?"Iatau golongan C serta mlnuman

beralkoirot ytng ilengandung rempah - rempah' jamu atau

sejenisnYa ; dan

b. minr;man beralkohol yang dapat dijual/diperdagllg\""
adalah tninuman beralkohol golongan A' golongan B .dan
golongan c serta minuman Leralkohoi yang mengandung

rempah rempah, jamu atau sejenisnya untuk tujuan

kesehatan.

Pasal 4

(1) Br,rpati menerbitkan SITU-MB bagi

a. penjual langsung minuman beralkohol golongan A dan/atau
golongan B dan/atau golongan C;

prng..", miuuman beralkohol golongan golongal-A dan/atau
'g aan/atau golongan C ditempat lainnya selain TBB ; dan

c. peniual iangsung atau pengecer minuman beralkohol untuk
tujuan kesehatan'

(2)Bupati menerbitkan SIUP - MB
a, penjual langsr-tng minuman

bagi :

beralkohol golongan B dan/atau

beralkohol untuk

golongan C;

b. pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan

C ditempat lainnYa selain TBB; dan

c. peniual langsung atau pengecer minuman
tujuan kesehatan.

Bagian l(edua

SIUP _ MB

Pasal 5

Bupati clapat melimpahkan kewenangan penandatanganax
SIiU- Mikol dan SIUP - MB kepada Kepala BPMPD'

pe1:sahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan

rninuman beraikotol golongan A cukup memiiiki SIUP dan tidak

cliu,ajibkan memiliki SIUP - MB.



t2)

(3)

(1)

Pcrutsarhaan vans melakukan-^fP:T:: i',Xn'r,,lil"Hitt,-, i:::,I*ffi" rJfJ'*-[?lLH'""0".$il;; dara sruP wajib

;";;;;;;i siru"r',le dan stuP - Me

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Persyaratan Permohonan

SITU-MB dan SIUP - MB

Pasal /

Pelmohonan SITU-MB dan SIUP - rr',I'n 3ebae3imana 
dimaksud

il;; ;"t;l 6 avat (1) diajukan kepada Bupatt'

Ketentuan lebih lanjut mengenai -l{t' ti1i dan persyaratan

permohonan slTU- MB d;;;i'P - MB diatur dengan Peraturan

Br-r patt

BAB IV

PENGEDAMN DAN PENJUALAN

Pasal 8

Minumanberalkohol-produksiimportY'?.sd.^o..diedarkan
aclalah minuman ut"loJT-vtng telan dikt-u"' berpita cuxat'

dan berlabel.

Minuman beralkohol produksi ' dalam it'C^::t 
yang dapat

dieclarkan adalah t'""'iu"*["t"lkohol yang telah dikemas oan

beriabel.

Pasal 9

Penlualan minttman beralkohol secara eceran hanya dapat

ai:Gr or"it Pengecer' Pada :

a, TBB ; dan 
:rya yang ditetapkan dengan Keputusan

b. tempat tertentu lalnl
BuPati'

Pasal 6

Setiap perusahaan 
;'^t?.^,[13f"::il"*l;ttt^i"J"^113

p e rcl a gan g_an T' "'l?,lki ;;+ilfr ;;r"--sr u F - rvr e.
eolongan C wajib memlll

SITU'MB clan SIUP - MB diterbitkan 'berdasarkan 
tempat

kedudukan p"tt'u'noti" 
"yuig"'u"t"t'-tgrt"t"" berlaku di

r.viiayah daerah

SITU-MB dan SIUP - M.B sebagailana f1ma,-fyd 
pada avat (1)

berlaku selama ptt']tun"uJi-f"iaksanakan kegiatan dan walto

aidtftu, ulang setrap 5 (lima) tahun'

(1)

12)

(t)

(2)

(1t



(2)

(1)

(2)

Selain sebagalmana
beralkohol golongan
hypermarke t.

dimaksud Pada aYat

A juga daPat dijual di
(1), mlnuman

supermarket dan

(3)

Pasal 10

Penjr-talan Minuman .beralkohol 
unrr'rk diminum langsung di

t"-i", harrva daPa.t d13ual di :

a.hotel,restofan,,,a,'"''uaidengelnperaturanperundangan.' ;;.i;c;; dibiiang keoariwisataan ; dan

b. tempat tertentu 'u""'y!1""g 
ditetapkan oleh bupati'

Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (I)yaitu :

a. hotel berbintang t,o,?o. 
Talam Kencana dan Talam Selaka;

b. restoran dengan Tan

dan

". 
irl. t..n'ro"r'rk pub dan klub malam'

pe nj u a r tt,.' Tu:, ^ P.l n["I?,-illl iil-^l,, Hr# pi:ffi 'Uil
f1li"" ii,,x.o5l "1liiH'' ;:i;r"t 

-;;a", oreh' penjual 
- -va''s

merupakan bagran t*i'rt"p.Jrt"l' BUMD' atau Kelompok Usaha

;;;;;" setelah -"tpetol"h persetujuan Bupatt'

BAB V

LARANGAN

Pasal 11

Setiap orang.dilarang membawa minuman beralkohol dari Luar

Negeri sebagai barang bawaan' kecuali u.ntuk dikonsumst

sendiri paling banyar<, 1'OO0 ml (seribu mili liter) per orang

riengan isi kemasan "oJ 
tittttt'g dari 180 ml (seratus delapan

pr-rluh mili liter).

Per-rjual langsung mlnuman beralkohol dan p.engecer minuman

beralkohol, clilarang -"ni'rui "ti""man 
beralkohol golongan A'

golongan B dzrn goiongan C kectraii kepada 
^konsumen 

yang

Ielah berusia Z f (ar-ra 
'putufr satu) tahun atau lebih dengan

mr:nttnjr-lkan kartu iden titas'

Pasal 12

Sctiap orang dilarang menjual :"t?* ,"-:::1"^.dalam 
kemasan

minuman beralkohol goio.,gun B dan/atau golongan c dan/

:rtau menjuat to,-tg"ttt'g]'l"iJf aiti""m ditempat pada lokast

sebagai berikt'tt :

:r. gelanggang remaja, kaki lima' terminalr^111siun' kios - kios
- 

i.lir,li."glnapan remaja' dan bumi perkemanan;

b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah' sekolah'
- ."-"ft ..kit dutt Pemukiman; dan

(1)

(2.J



c. tempat tertentu
memperhatl kan

lainnya yang ditetapkan oieh 
-Bupati 

dengan

kondisi claerah masing - maslng'

Pasal i3

SITU-MBdanSIUP-MBdilarar-rgdipindahtangankankepada
pihak lair-r.

BAB VI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pe ngendalian

Pasal 14

Bupati melaksanakan pengendaiian dalam rangka pengawasan

diiakukan terhadap :

a penjuar r"rs:yg_ t?::L"f:f';Tn*J'TiXl J.::Xxi{i
::ii-"" ;:';Hi lT'i[';; ;;; g"'"i *i''".'-an be rarko hol untuk

tr.rj uan l<esehatan;

b. perizinan, standar mutu' pelaksanaan pengedaran dan

benjualan minuman beralkohol; dan

c. temPat/ lokasi Pengedaran dan

be ralkohol.

penjualan minuman

Pasal 15

Pengau,asan peredaran dan peniualal'-T1:-u" beralkohoi

dil:Lkukan oleh rim r"rpuJu yu.rg dit"t.pkan dengan Keputusan

B ri pat i.

Bagian Kedua

PelaPoran

Pasal 16

{ L) Penjual langsung .lrntuk dirninum' minuman beralkohol

golongan g au" .eotong"" 
C t"utg-.T^"T^:tt"usud dalam

Pasai 10 aYat (rJ i^ti "vtt 
(2)' serta.l"lctttt minuman

beralkohol gotongan B 
- 
dan golongan.. C sebagaimana

dimaksr-rd dalam Pasaf 9* avat" (1) ;il]P. menvampaikan

laporan realisasr pt"gtatun dan 'penjualan 
mlnuman

beralkohol gotutgutui"Sli*iorot-tgut' i, ttep"aa Bupati c/q'

;(.;i; ;H; :ht"Xin *X\:;J,X1?T??'" . ffi'?'.?T;'labanan dan KePac

iji.n as Perinciag Provinsi BaI'



(2) Penl'36Paian IaPoran
diiaksanakan setiaP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

triw"ulan tahun kalender berjalan

sebagai berikut :

a. tri"wulan I disampaikan pada tanggal 31-M-are,t;

b. triwulan It disampaikan pada tanggal !! {uni;
c. trirvulan Irr disampait a" pada tanggal 30 september; dan

d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember'

Pasal i7

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15'

perusahaan *a,in memlberikan informasi mengenai kegiatan

usahanya apabiia sewaktu - waktu diperiukan oleh Bupati atau

fejabat"yang ditunjuk atas nama Bupati'

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan peredaran . 
dan

penjualan -ir,.-,mu'n beralkohol di Daerah, Bupati atau pejabat

u""g cliturnjuk clapat mengenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertr-tlis,
b. pengi!'entian sementara SITU-MB dan SIUP - MB; dan

c. pencabutan SITU-MB dan SIUP - MB'

Pasai 19

pet.r_isahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksucl dalam Fasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi

administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati atau

pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati'

peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

cliberi-kan paling banyak 3 (tiga) kali berturut - turut dengan

tenggang waktu I (satu) bulan'

perusahaan yang tidak mengindahkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan

sanksi administratif berupa penghentian sementara SITU-MB

dan SIUP - MB.

Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 3O

(tiga 
-puluh) hari sejak tanggal penghentian .sementara SITU-

tUn clan SIUP-MB, dikenakan sanksi administratratif berupa

pencabutan SITU-MB dan SIUP-MB'

(1)

(2)

(3)

4\



(r)

(2)

(3)

(2)

Pasal 20

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa
penghentian sementara SITU-MB dan SIUP - MB dengan
terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut - turut
dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan

Selana l<egialan usal-ra perdagangan minuman beralkohol
dihcntikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

perusahaan yang bersat-rgkutan dilarang melakukan kegiatan
usaher peredaran / penjualan minuman beralkohol.

SITU-MB dan SIUP - MB yang telah dihentikan sementara
clapa'" diberlakukan kembali apabila perusahaan yang
bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan
mclalcr:l<an perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai
dengan ketentllan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Perusahaan yang telah dicabut SITU-MB dan SIUP - MBnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dapat
mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang
clitunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya surat pencabutan.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama l5 (lima belas)
hari kcrj:r terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan
dapat menerima atau menolak permohonan dimaksud secara
tt:rtulis disertai alersan,

Apabila permohcirian keberatan diterima, SITU-MB dan SIUP -
MB -u-ar-rg telah dicabr-rt diterbitkan kembali.

Apnbila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
l<epr-Ltustu-r, perrnohonttn keberatan dianggap dikabulkan dan
SI1'U-MB dan SIUP - MB yang telah dicabut diterbitkan
i<errbali.

I)crusahaan yang telah dicabut SITU-MB dan SIUP - MBnya
dapat mengajukan permohonan SITU-MB dan SIUP - MB
setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan'

(3)

(4)

(s)



r

(1)

(2\

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus untuf melakukan penyidikan tindak

pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan daiam

Peraturan Daerah tnt'

Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini

^r^l^t.
l"illn..i*u laporan atau pengaduan dari seseorang

mcngenai adanya trndak pidana atas pelanggaran Peraturan

Daerah;
b.melakukantindakanpertamadanpemeriksaanditempat

kej ad ian;
.. -"luk.,kutl penyitaan benda atau surat;

l. -engamnit siait< larl dan memotret seseorang;

e. memanggil o,u''tg t"n i.r-ttt didengar dan diperiksa sebagar

ter sangka a tatt saksii

f. menclatangkan orang uhl] yang 
, :]!:ttt-tku" 

dalam
' 

i,,-rrr"ng"n'nya dengan pemeriksaan.perl(aral

- ;";;;:;;- :**;;l,,fltl'};}, ::TS,J*|11TI
i]1",.'i,.11f l' i.i.!li'.i" ;;;;,i -"1"p^r.^" tindak pidana dan

selanjutnya melarur pt"V"aiX *ti"b::111:kan hal tersebut

kepada penuntut ' "'it-' 
t-'-t ' tersangka atau keluarganya; dan

h ;"i;;5i;"'ii"atrt^" iain mJnurut hukum vang dapat

dipe itan ggungj awabkan'

i ?r Penrri' lik scbagaimana
tJr L \i,J.- -

dimaksud Pada ayat (i)

;'#'#:'*"#;";';;i;"va-f envidikall1i:ili::*Lil
ffJil "'?fitr#;j,i.ff i;: r$ l:'.t:T i:':i:i'::fS:hasll pe'yro.rr' i'ttix t.tao"tsia sesuai dengan
pelabat Polisi Negara , , .-- 

r r...r^-_ _ T rnrlanq Hukum Acara;:€:ilJfi;e i"'*' a'i^L u'.'dt"'g- Undang Hukum Acara

Piclana Yang berlaku

(1)

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Sctiap orang yang melarlggar kelentuan-- ketentuan' Pasal 6

avat (1) clan avat (+), pu"al"ii 

"pasar 

rz' Pasal 13 dan Pasal 16

dlancam dengan piatt'^*xt'"''trtgu''t p"ri"g q-i 3 (tiga) bulan

atau dencla paling banyak'np Slo Otjo ooO'oO ltima puluh juta

rupiah)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.
\2)



BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasai 24

Seliap Perr-rsahaan yang telah memilik-i lllU,Y" 
dan SIUP-MB

sebelum ditetapkannyu i"t*r-t'ut:*j*.ii tetap berlaku'

dan r,,'ajib menvesuarka; ;;;gt" Peraturan Daerah ini paoa

saat daftar ulang'

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pcratltran Daerah tnt mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuin'u,^ - 
tt*trintahkan

oer-r gundangan P"tutt'l'?t'' d^tt"rt ini dengan penempatannya

ili;"';' ;;;;"ran Daerah Kabupaten Tabanan'

Ditetapkan di Tabanan^ ^. -
pada tanggal 16 Maret 2ulo

NI PUTU

Diunclangkan di Tabanan

buJu tu"ggni 16 Maret 2o16

SEKRETARIS DAERAI{ KABUPATEN TABANAN'

^tlW
I NYOM AN WIRNPARIWANCSA

LtrMBARAN DAERAH I{ABUPATEN TABANAN TAHUN 20i6 NOMOR 2

NOREG PtrRATURAN DABRAH KABUPATDN TABANAN' PROVINSI BALI :

12,1012016)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 2 TAHUN 20T6

TENTANG

NlINU IVIAN BERALKOFIOL

I. UMUM

Berclasarkan unclang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang

Pemerintahan Daerah *"nyutZ"k"t, bahwa Pemerintah Daerah

berwenang mengawasi, mengendalikan penjualan dan peredaran

minuman beralkJhol goionga. A, golongan B dan golongan C, serta

minuman beraikohol yang mengandung rempah-rempah, jamu, atau

sejenisnya untuk tujuan Gsehatan dan pemberian SITU-MB dan SIUP-

Mb sesuai clengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Ketersediaan minuman beralkohol di Provinsi Bali khususnya di
I(abr-rpaten Tabanan diperlukan sebagai penunjang pemenuhan
kebutuhan pariwisata dan instrumen dalam kegiatan adat istiadat.
Agar penjualan clan peredaran minuman beralkohol dapat benar - benar

diarahkan untuk menunjang kegiatan dimaksud di daerah dan guna

rnenghindari sel<ecil mr-rngkin dikonsumsi oleh masyarakat umum
,.cu.i. bebas, maka peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu
clikendalikan dengan membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL D]]MI PASAL

Pasal i
Cr-rkup jelas,

Pasai 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cr,rkup jelas,

Pasal 4

Cukurp jclas.

Pasal 5

Cukup jelas,

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10.

Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

l'lururf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Tanda Talam Kencana"
merupakan jenis usaha jasa pangan yang bertempat
disebagian atau seluruh bangunan permanen yang
menjual dan menyajikan makanan dan minuman
untuk umum ditempat usahanya baik dilengkapi
dengarr peralatan/perlengkapan untuk diproses.

Yang dimaksurd dengan "Tanda Talam Selaka"
merupakan jenis usaha jasa pangan yang bertempat
disebagian atau seluruh bangunan permanen yang
menjual dan menyajikan makanan dan minuman
untuk umum ditempat usahanya, baik dilengkapi
dengan peralatan/perlengkapan untuk proses
pembuatan dan penyimpan maupun tidak dan telah
mendapatkan surat keputusan sebagai
restoran'/lumah makan talam selaka dari instansi yang
membinanya di KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia) Tahun 2OO0.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal I 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukrrp jelas.

Pasal l3
Cukup jelas.

Pasai 14

Cukup jelas.



Pasal l5
Cukup jelas'

Pasal 16

Culctrp jelas'

Pasal I 7

Cr-ikup jelas.

Pasal 1B

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas,

Pasal 20,

Cukup jelas,

Pasai 2 I

Cr-rkr-rp jelas,

Pasal 22

Cukup jelas,

Pasal 23

Cukr-rp jelas.

Pasal 24

Crrl<r-rp jelas.

Pasal 25

Cr.rkup jelas.
' r,

TA]\{RAHAN LEMBARAN DABMH KABUPATEN TABANAN NOMOR 2


